LAPORAN KINERJA

(LAKIN) TAHUN 2024

KPP PRATAMA TENGGARONG

JI. Basuki Rahmat No 42
Kota Samarinda

S Nunukan P‘::" .

f it
Tarma Tid <
: ﬁ\kan

~ Bulungan

L—~Malinau,
y ",

3 \ '-\__\_ :
C ¥ &
," Berau qi |
" gy
P
*:\_._._‘

Kutai Timur .1

47 /I;\ / L
e [ | {
e fee _\t_—_" .aauthnsj
Sam.rirll:!ga
Péﬁﬂiﬂfll' F’a‘s—‘;élr Utara
¢ -{;_Paser S
) +=1

[ L-f‘
|

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TENGGARONG

2024



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong merupakan
perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tenggarong dalam melaksanakan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran
2023. Penyusunan LAKIN mengacu pada Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-
8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Selama tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong telah melaksanakan
berbagai program dan kegiatan yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Tenggarong tahun 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). LAKIN
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong akan menjabarkan perbandingan antara realisasi

pencapaian IKU tahun 2024 dengan Kontrak Kinerja tahun 2024.

Tahun 2024 capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tenggarong sebesar 109.44%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing
perspektif yaitu Stakeholders Perpective (30.40%), Customer Perspective (21,14%), Internal
Process Perspective (29,25%), dan Learning and Growth Perspective (28,65%).

Target utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong berupa Pencapaian
Penerimaan Pajak diukur dengan IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak. Pada tahun 2024
Pencapaian Penerimaan Pajak sebesar Rp. 6.079.986.749.152 atau 100.70% dari target
penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp. 6.038.000.000.000. Capaian tersebut mampu
memenuhi target dan telah diupayakan secara optimal dengan segala tantangan yang ada. Kami
beserta seluruh jajaran berkomitmen secara sungguh-sungguh selalu meningkatkan kinerja untuk

memenuhi capaian target yang diamanatkan.

Laporan Kinerja KPP Pratama Tenggarong | Kata Pengantar



71

®Y

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban

kami atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong

peningkatan kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong di masa

mendatang.

Samarinda, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tenggarong,

Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Kristianto
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai
wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya good governance, yang
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan.
LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong Tahun 2024 memiliki tujuan utama sebagai

pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sesuai Kontrak Kinerja 2024.

Sebagai salah satu kantor operasional yang bertugas menghimpun penerimaan pajak
negara, tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong adalah menunjang visi DJP
yaitu menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara
melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan
Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi kementerian keuangan: “Menjadi Pengelola
Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif,
Inklusif dan Berkeadilan” dengan memperhatikan salah satu misi DJP yaitu meningkatkan
kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan

yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.

Seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi, DJP menerapkan sistem Balance
Scorecard (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan
hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah
diidentifikasikan untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan organisasi ditetapkan dalam
Kontrak Kinerja. Penjabaran Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong

tahun 2024 yang terbagi menjadi empat Perspektif terlihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis Kode IKU Uraian IKU

Stakeholder Perspective

. . 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak
Penerimaan Negara dari

1b-CP dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Customer Perspective

Sektor Pajak yang Optimal Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

2a-CP
Kepatuhan tahun berjalan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan

Pribadi

yang tinggi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian
2b-CP SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang
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Kepatuhan tahun

Internal Process Perspective

3a-CP

sebelumniia iiani tiniii Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas

Learning & Growth Perspective

Efellil‘:i?Si dan pelayanan yang 4a-CP kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
Persentase pengawasan 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa
pembayaran masa
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas
6a-CP
data dan/atau keterangan
Pengujian kepatuhan 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
material yang efektif
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak
6¢-N
KPP tepat waktu
7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
Pene_gakan hukum yang 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan
efektif 76-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan
8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan
Data dan Informasi yang penyediaan data potensi perpajakan
berkualitas . ) )
8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan

akuntabel

9-N | \ebintalan SDM
Pengelolaan Organisasi dan . . .
SDM yang adaptif 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit
9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan
manajemen risiko
Pengelolaan keuangan yang 10a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong

Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Tenggarong Tahun 2024 nomor PK-8/WPJ.14/2024 tercapai seluruhnya dengan

baik. Dari 10 Sasaran Strategis dan 20 IKU Kemenkeu- Three Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tenggarong, sebanyak 20 IKU berstatus hijau.

Secara rinci data target dan realisasi IKU Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tenggarong tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:
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Kode . . . L Indeks
SS/IKU Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Stakeholder Perspective (30%) 101,32%
1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 101,32%
1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% | 100,70% | 100,70%
1b-CP Indeks real|sa§| pertumbuhan penerimaan pajak 100,00 102,18 102,18%
bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Customer Perspective (20%) 105,70%
2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 108,45%
2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 100,00% | 100.01% | 100,01%
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian
2b-CP | SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang 100,00% | 120,73% | 120,00%
Pribadi
3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 102.95%
i Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan o o o
3a-CP Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 100,00% | 102,95% | 102,95%
Internal Process Perspective (25%) 116,98%
4 Edukasi dan pelayanan yang efektif 112,82%
) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas o o o
4a-CP kegiatan edukasi dan penyuluhan 74,00% 88,80% 120,00%
4b-N Lnedniltjsiukﬁapnuasan pelayanan dan efektivitas 100,00 105,64 105,64%
5 Persentase pengawasan pembayaran masa 120,00%
5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa 90,00% 114,93% | 120,00%
6 Pengujian kepatuhan material yang efektif 119,78%
) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan o o o
6a-CP atas data dan/atau keterangan 100,00% | 120,00% | 120,00%
6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100,00% | 119,66% | 119,66%
) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib o o o
6¢-N Pajak KPP tepat wakiu 100,00% | 119,71% | 119,71%
7 Penegakan hukum yang efektif 112,31%
7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100,00% | 118,58% | 118,58%
7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 109,20% | 120,00%
76-N gg:;el;};a:: penyampaian usul Pemeriksaan Bukti 100,00% | 100,00% | 100,00%
8 Data dan Informasi yang berkualitas 120,00%
83-CP Persent_ase penyelesala_n Iapor_an pengamatan dan 80.00% 120,00% | 120,00%
penyediaan data potensi perpajakan
8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55,00% 69,92% 120,00%
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Learning & Growth Perspective (25%) 114,61%
9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 109,21%

9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan
kegiatan kebintalan SDM

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 87,54 102,99%
9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja

100,00% | 117,33% | 117,33%

. . 90,00 96,58 107,31
dan manajemen risiko
10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel 120,00%
10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00 120,00 120,00%

Dari penilaian atas pelaksanaan di setiap sasaran strategis kinerja di tahun 2024
menunjukan bahwa capaian sasaran strategis KPP Pratama Tenggarong (dilihat dari data Nilai
Kinerja Organisasi) tahun 2024 adalah sebesar 109,44 persen. Hasil evaluasi berupa
rekomendasi dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan

Utara menjadi dasar untuk perbaikan kinerja dan manajemen terkait pengelolaan kinerja.
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PENDAHULUAN

Terwujudnya good governance dalam praktik-praktik pemerintahan dan kenegaraan
merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan
birokrasi pemerintah akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (good
governance) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Asas
akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki
konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan
transparansi kegiatan berupa laporan kinerja kepada masyarakat luas sebagai bentuk
pertanggungjawaban tertulis. Substansi dari sistem LAKIN adalah penyelarasan antara produk
perencanaan dan realisasinya dengan orientasi hasil.

Selaras dengan meningkatnya anggaran disetiap tahunnya, maka target pencapaian
pajak akan semakin tinggi pula. Peningkatan rencana penerimaan pajak tersebut dapat diartikan
juga bahwa pajak telah menjadi sumber utama penerimaan dalam negeri. Dengan demikian,
penerimaan pajak perlu diawasi dan dimaksimalkan dalam rangka menuju kemandirian
pembiayaan negara. Disetiap proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), pajak mempunyai andil yang besar dalam hal penerimaan dalam negeri. Sehubungan
dengan hal tersebut, meningkatkan tanggung jawab DJP sebagai salah satu kunci pengelolaan
dan perencanaan anggaran dalam satu tahun anggaran berjalan tersebut. Meningkatnya
tanggung jawab DJP untuk mencapai target penerimaan dalam negeri dilaksanakan melalui unit
kerja dibawahnya yang disebut sebagai unit operasional Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.
Unit Instansi dalam melaksanakan tugasnya telah disusun suatu rencana strategis yang meliputi:
kebijakan, program, dan kegiatan pendukung yang harus dilakukan di tahun tersebut. Rencana
Kerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu rencana kerja utama KPP dalam menyusun kegiatan
dan pelaksanaan tugas harian untuk mencapai target yang direncanakan. Berdasarkan RKT dan
penetapan kinerja di tahun berjalan tersebutlah disusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai sebuah
laporan pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan anggaran.

Berdasarkan LAKIN yang telah disusun, dapat dilihat bagaimana performa suatu kantor
instansi pemerintah, bagaimana pencapaian target mereka atas rencana yang telah disusun pada
awal tahun dan bagaimanakah tranparansi berbagai aspek (biaya, waktu dan pelaksanaan)
program rencana kegiatan tersebut dilaksanakan. LAKIN dapat pula menjadi alat pengawasan
bagi masyarakat atas pelaksanaan kegiatan dari suatu instansi pemerintah karena didalamnya
tersaji dengan jelas bagaimanakah setiap program dan kebijakan dilaksanakan, pada akhirnya
masyarakat dapat melihat apakah instansi tersebut telah menyelenggarakan pemerintahan yang

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme atau tidak.
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Melalui LAKIN KPP Pratama Tenggarong ini, diharapkan mampu menggambarkan
dengan jelas, tepat dan akurat setiap proses pelaksanaan rencana dan pencapaian target di
tahun 2024. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi, serta dapat digunakan sebagai acuan dan bahan analisis dalam rangka
meningkatkan kinerja instansi. Selain itu, LAKIN diharapkan mampu turut mensukseskan
program “Cegah Korupsi Mulai Dari Diri Sendiri”, sebagai gerakan moral antikorupsi yang diusung
oleh DJP sebagai pelopor dan KPP Pratama Tenggarong sebagai unit instansi pendukung.

1. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kedudukan, tugas
dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah.
2. Tugas
Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi,
pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya,
dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek
pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama
menyelenggarakan fungsi:
a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Waijib Pajak;
d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Waijib Pajak maupun
masyarakat;
h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan
perpajakan;

k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
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1.

I. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan

eksternal;

m.pemutakhiran basis data perpajakan;

n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

0. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

g. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

-~ »n =

2. WILAYAH KERJA

r

!

A

pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan

pelaksanaan administrasi kantor.

Kabupaten
Mahakan
Hulu

Kabupaten
Kutai
Kartanegara

Kabupaten
Kutai
Barat

4

Gambar Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Tenggarong

Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km? atau 21,47 persen dari

seluruh wilayah daratan Provinsi Kalimantan Timur, Luas pengelolaan laut kurang lebih 4,097
km? yang secara geografis terletak antara 115°26'28" Bujur Timur - 117°36'43" Bujur Timur
dan 1°28'21" Lintang Utara - 1°08'06" Lintang Selatan.

Batas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

- Batas Utara : Kabupaten Bulungan, Kutai Timur, Kota Bontang

- Batas Timur : Selat Makassar
- Batas Selatan : Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan
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- Batas Barat : Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 20 kecamatan yaitu: Samboja, Samboja Barat,
Muara Jawa, Sangasanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun,
Kota Bangun Darat, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak,
Marangkayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang.

Topografi Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi dengan bentuk lahan yang
bergelombang dan berbukit dengan kemiringan yang bervariasi dari landai hingga curam.
Wilayah Kutai Kartanegara dengan kemiringan yang lebih landai dan datary aitu wilayah
pantai dan daerah aliran Sungai Mahakam terdapat di beberapa bagian. Kabupaten Kutai
Kartanegara memiliki sekitar 16 danau dengan danau terluas adalah Danau Semayang
seluas 13.000 hektar. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki belasan sungai yang
merupakan saran angkutan utama selain angkutan darat, sungai yang terpanjang adalah
Sungai Mahakam, dengan panjang sekitar 920 km.

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2023, jumlah penduduk Kutai Kartanegara tahun
2023 adalah 756.788 jiwa yang terdiri atas 393.420 laki-laki dan 363.368 perempuan. Jumlah
penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara menempati urutan kedua terbanyak jika
dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Timur. Tingkat kepadatan
penduduk kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 sebesar 28 Jiwa/km?. Dimana
Kecamatan Tenggarong merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, dengan
luas wilayah 398,10 km?, Kecamatan Tenggarong berpenduduk sebanyak 114.039 jiwa,
sehingga kepadatan penduduk di Tenggarong adalah 286 Jiwa/km?. Berbanding terbalik,
Kecamatan Tabang memiliki luas 7.764,50 km? dan merupakan kecamatan terluas di Kutai
Kartanegara yang dihuni oleh 13.277 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk di Kecamatan
Tabang adalah 2 Jiwa/km?.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun
2023 adalah Pendapatan Daerah sebesar Rp. 9,08 Triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp.
7,87 Triliun. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai
Kartanegara tahun 2023 adalah Pendapatan Daerah sebesar Rp. 11,78 Triliun dan Belanja
Daerah sebesar Rp. 10,19 Triliun. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023
adalah sebesar Rp. 830 Miliar dimana Rp. 142 Miliar berasal dari Pajak Daerah, Rp. 6 Miliar
berasal dari Retribusi Daerah, Rp. 63 Miliar berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan dan Rp. 618 Miliar berasal dari penerimaan lain-lain.

Kutai Barat

Kabupaten Kutai Barat dengan Ibukota Sendawar merupakan pemekaran dari wilayah
Kabupaten Kutai yang diterapkan berdasarkan UU. Nomor 47 Tahun 1999 dan berdasarkan
UU. Nomor 2 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi
Kalimantan Timur, maka wilayah Kabupaten Kutai Barat terbagi menjadi dua kabupaten yaitu

Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Luas Kabupaten Kutai Barat sekitar
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20.384,6 km? yang terdiri dari 16 kecamatan, 190 kampung, dan 4 kelurahan. 16 kecamatan
di Kabupaten Kutai Barat yaitu: Bongan, Jempang, Penyinggahan, Muara Pahu, Silug
Ngurai, Muara Lawa, Bentian Besar, Damai, Nyuatan, Barong Tongkok, Linggang Bigung,
Melak, Sekolaq Darat, Manoor Bulatn, Long Iram, dan Tering.

Kabupaten Kutai Barat secara geografis terletak antara 114°45'49" Bujur Timur -
116°32'43" Bujur Timur dan 00°37'30" Lintang Utara - 1°08'06" Lintang Selatan. Batas
Wilayah Kabupaten Kutai Barat

- Batas Utara : Kabupaten Mahakam Ulu

- Batas Timur : Kabupaten Kutai Kartanegara

- Batas Selatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

- Batas Barat : Provinsi Kalimantan Tengah
Daerah Kabupaten Kutai Barat didominasi Topografi bergelombang, dari kemiringan landai
hingga curam dengan ketinggian berkisar 10-80 meter diatas permukaan air laut dan
kemiringan antara 0-60 persen.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik dari proyeksi penduduk, jumlah penduduk
Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 mencapai 175.610 jiwa yang terdiri dari 92.870 jiwa
penduduk laki-laki dan 84.137 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan hasil proyeksi dapat
diketahui pada tahun 2023 Kecamatan Barong Tongkok memiliki jumlah penduduk terbanyak
di Kabupaten Kutai Barat dengan 34.647 jiwa, dilanjutkan Kecamatan Linggang Bigung
dengan 16.395 jiwa, dan Kecamatan Melak dengan 15.840 jiwa. Dilihat lebih jauh tentang
kepadatan penduduk, Kecamatan Sekolaq Darat merupakan kecamatan dengan kepadatan
tertinggi yaitu sebesar 221,16 jiwa/km?, kemudian Kecamatan Melak dengan 88,39 jiwa/km?,
kemudian Kecamatan Barong Tongkok dengan kepadatan 85,36 jiwa/km?, sedangkan
kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Bentian Besar dengan
kepadatan penduduk sebesar 1,85 jiwa/km?.

Realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2023 sebesar
3.895,19 miliar rupiah, dan mengalami kenaikan sebesar 68,25 persen dibandingkan tahun
2022. Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2023 nilai dari pendapatan dari
Dana Perimbangan yaitu sebesar 3.409,42 miliar rupiah atau sebesar 87,52 persen dari total
pendapatan di Kutai Barat. Selanjutnya disumbang oleh pendapatan lain-lain yang sah yaitu
sebesar 441,25 miliar rupiah atau sebesar 11,32 persen dari total pendapatan di Kutai Barat.
Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 71,65 miliar rupiah atau hanya
sebesar 1,83 persen dari total pendapatan di Kutai Barat.

Mahakam Ulu

Mahakam Ulu dengan ibukota Ujoh Bilang merupakan kabupaten termuda di Kalimantan
Timur. Yang diresmikan pada tanggal 20 Mei 2013 berdasarkan UU No.2 Tahun 2013.
Secara geografis, Mahakam Ulu bagian sebelah utara berbatasan langsung dengan

Kabupaten Malinau dan salah satu negara bagian Malaysia yaitu Sarawak. Bagian sebelah
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timur berbatasan dengan kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat. Bagian
sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, dan bagian barat
berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki luas
sebesar 15.315 km?, dengan letak astronomisnya antara 113°48°49” - 115°45'49” Bujur Timur
serta 1°31°05” - 0°09°'00” Lintang Utara.

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari 5 kecamatan yaitu Laham, Long Hubung,
Long Bangun, Long Pahangai, Long Apari dan terdapat sebanyak 50 desa yang tersebardi
setiap kecamatan. Daerah Mahakam Ulu didominasi topografi bergelombang, dari
kemiringan landai samai dengan curam dengan ketinggian di rentang antara 0-1500 meter
diatas permukaan laut dengan kemiringan 0-60% dengan daerah dataran rendah pada
umumnya di jumpai di Kawasan sepanjang daerah aliran sungai (DAS).

Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 38.498 jiwa
dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 3,16 persen dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan persentase penduduk masing-masing kecamatan, Long Bagun memiliki
persentase penduduk terbesar sebesar 42,31 persen dan Laham memiliki persentase
terkecil dengan 8,12 persen. Walaupun Long Bagun memiliki status ibukota Kabupaten
Mahakam Ulu dan memiliki persentase penduduk terbesar, tetapi Long Hubung memiliki
tingkat kepadatan tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya sebesar 6,23 jiwa/km?.

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menurut jenis pendapatan tahun 2022
meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 14,16 Miliar Rupiah, Dana Perimbangan
sebesar 1,3 Triliun Rupiah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 134,16 Miliar
Rupiah.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong terdiri dari:

Kepala Kantor

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan
pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi
kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan
teknis pelaksanaan tugas kantor.

Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan
pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan,
pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan,
pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang
berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan

kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan
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pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan
penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan
produk pengolahan data perpajakan.

Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam
rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak
memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi
perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat
Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran
dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak
Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan
melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk
layanan perpajakan.

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis,
penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui
pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud,
pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta
melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi
penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan
penagihan.

Seksi Pengawasan |, II, 1, IV, V, VI

Seksi Pengawasan |, Seksi Pengawasan Il, Seksi Pengawasan lll, Seksi Pengawasan |V,
Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas
melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak
mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan,
dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan
(mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan
penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis,
pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu
kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak,
pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan
pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan
perpajakan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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